
SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PASER

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN PASER

SEKRETARIS KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umxun Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan

pelayanan informasi, maka harus disusun suatu standar

operasional prosedur untuk maklumat pelayanan informasi

publik;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaiis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Paser tentang Standar Operasional Prosedur Maklumat

Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahian 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pen^anti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembarsm Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tenta.ng Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahian 2019 Nomor 189);

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi I^ublik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umtun, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keija

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keija

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Keija Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
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Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahion 2025 Nomor 1125);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan Nota Dinas Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan

Masyarakat dan SDM Nomor 28/HK.03.2-ND/6401/4/2026

tanggal 26 Agustus 2026.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Maklxunat

Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur yang dimaksud dalam

Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi
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KETIGA

KEEMPAT

Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam menjoisun daftar

informasi publik.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Siib Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,Kepals

Jumiati '

-  -k''



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASl

PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

KOMISI PEMIQHAN UMUM

KABUPATEN PASER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASl PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER



In#

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tang^al Pengesahan
Disahkan Oleh

Nama SOP

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahiin 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pen^anti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubemur, Bupati, dan Waiikota Menjadi Undsmg-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Waiikota Menjadi
Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pen^anti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Koraisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

8. Peratursm Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Keija Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
seb^aimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Pungsi,
Susunan Oi^anisasi, dan Tata Keija Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

11 Tahun 2026

26 Agustus 2026

26 Justus 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabuec^n Paser,

Ru

Maklumat Pelayanan Informasi
Publik Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Paser
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami kebijakan keterbukaan
informasi publik;

2. Memahami prinsip pelayanan publik
dan akuntabilitas;

3. Mampu mengklasifikasikan data
yang dikecualikan dan data umum;

4. Memahami tata kelola pelayanan
informasi publik;

5. Memahami etika pelayanan
informasi publik.



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun
2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Fhablik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP terkait Penanganan Permintaan Informasi Melalui
Meja Layanan dan Persuratan.

2. SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi E-
PPID.

1. Komputer/Laptop;
2. Internet;

3. Alat Komunikasi.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Standar Operasional ini wajib dilaksanakan sesuai alur
kegiatan.

Disimpan sebagai data elektronik dan
manual.



ALUR KERJA BTAHDAR OPBRA8IORAL PR08BDUR MAKLUMAT PBLAYANAN INFORHASl PUBLIK KOMI8I PEMILIHAN UHUU KABUPATBR PA8ER

NO. KEGIATAN

PELAKSANA

Tim

Pertlmbangan
PHD

Atasan PPID PPID PPID

Pelaksana

Petugas

Pelayanan

Infonnasi

MUTU BAKU

Keleiu$ci^»an Waktu Output

KETERANQAN

I. Memerintahkan kepada Atasan PPID untuk
menyusun Maklumat Pelayanan Infonnasi
Publik

1 jam Memo

Koordinasi Arahan

2. Mengkoordinasikan dan memerintahkan
kepada PPID untuk menyusun Maklumat
Pelayanan Infonnasi publik

Memo

Koordinasi Arahan

1 Jam Nota Dinas/
Disposisi/
Arahan

PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan
Infonnasi menyiapkan data yang diperlukan
dalam menyusun Maklumat Pelayanan
Informasi Publik yang kemudian diajukan
dalam bentuk Draft Maklumat Pelayanan
Informasi Publik kepada atasan PPID

Nota Dinas/
Disposisi/
Arahan

1 hari Draft Maklumat

Pelayanan Infonnasi
Publik dan Draft

Keputusan Maklumat
Pelayanan Informasi
Publik

Atasan PPID menerima draft Maklumat
Pelayanan Informasi Publik dari PPID untuk
dikoreksi, disetujui, disahkan dan ditetapkan
rtainm t>entuk Keputusan Sekretaris KPU

Kabupaten Paser kemudian discrahkan
kepada Tim Pertlmbangan PPID

Draft Maklumat

Pelayanan Informasi
Publik dan Draft

Keputusan Maklumat
Pelayanan Informasi
Publik

1 hari

Keputusan Seloetaris
KPU Kabupaten Paser
tentang Maklumat
Pelayanan Infomtaai
Publik yang sudah
ditetapkan

Tim Pertlmbangan PPID menerima Keputusan
Sekretaris KPU Kabupaten Paser kemudian
diserahkan kepada Tim Pertlmbangan PPID

Sekretaris KPU

Kabupaten Paser
tentang Maklumat
Pelayanan Informasi
Publik yang sudah
ditetapkan

1 jam



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap

bagian sebagaimana struktur organisasi Pejabat Pengelola Inforraasi dan

Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang

telah ditetapkan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat

dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan yang sudah selesai

dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Tana Paser

Pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER,

ttd.

RUSDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepaia Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

' -tRRARWrj''

Jumiati


